
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
             NOMOR 38 TAHUN 2012 

   

 
TENTANG  

MEKANISME PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT USAHA KECIL PEDESAAN 

GERBANG DAYAKU TAHUN 2001 - 2002 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa pemberian kredit usaha kecil pedesaan dalam rangka 
untuk membantu usaha masyarakat dalam memperoleh 
pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

perlu pemberian kredit usaha kecil pedesaan; 
 

b. bahwa dalam pemberian kredit usaha kecil pedesaan 
mengalami   tunggakan yang signifikan oleh karena itu perlu 

langkah-langkah kebijakan dalam penyelesaiannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Tunggakan Kredit 
Usaha Kecil Pedesaan Gerbang Dayaku Tahun 2001 - 2002.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 32   Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 



 

 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai 
Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 13); 

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
2012; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 

Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2010 Nomor 16). 

 



 

 

 

 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG 
MEKANISME PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT USAHA 
KECIL PEDESAAN GERBANG DAYAKU TAHUN 2001-2002  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal I 
 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara;; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara; 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 

5. Kredit Usaha Kecil Pedesaan adalah kredit usaha kecil yang 
diberikan kepada Masyarakat di pedesaan dalam rangka 

membantu usahanya guna menambah/meningkatkan pendapatan 
masyarakat; 

6. Tunggakan Kredit Usaha Kecil Pedesaan adalah keterlambatan 

pengembalian angsuran kredit yang telah melebihi batas waktu 
yang ditentukan; 

7. Tunggakan Yang Tidak Bisa Ditagih adalah tunggakan kredit 
usaha kecil pedesaan yang disebabkan oleh debitur yang telah 
meninggal dunia, sakit permanen, pindah tempat tanpa diketahui 

alamat yang jelas, tidak memiliki usaha lagi karena sumber 
pengembalian debitur tidak ada, dan telah dilakukan peringatan 
1,2 dan 3 oleh Bankaltim cabang Tenggarong. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 
 

(1)  Maksud Mekanisme Penyelesaian Tunggakan Kredit Usaha Kecil Pedesaan 

Gerbang Dayaku Tahun 2001-2002 adalah untuk mengetahui dengan pasti 
kondisi perkembangan pelaksanaan Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2001-
2002; 

(2)  Tujuan Mekanisme Penyelesaian Tunggakan Kredit Usaha Kecil Pedesaan 
Gerbang Dayaku Tahun 2001-2002 adalah untuk pengambilan keputusan yang 

tepat dan tidak  bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta dalam 
rangka perbaikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara. 

 

 



 

 

 

 
 

 

BAB III 

 PENYELESAIAN 
 

Pasal 3 

 
Penyelesaian Tunggakan Kredit Usaha Kecil Pedesaan Gerbang Dayaku Tahun 2001-

2002 adalah sebagai berikut : 

a. melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait;  

b. membentuk tim terpadu antara Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 

c. menyampaikan daftar debitur oleh Bankaltim Cabang Tenggarong ke Kecamatan 
dan Desa/Kelurahan dengan difasilitasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian 
untuk dilakukan inventarisasi; 

d. hasil inventarisasi diserahkan oleh Desa/Kelurahan ke Kecamatan dan 
diteruskan ke Bagian Administrasi Perekonomian; 

e. bagian administrasi perekonomian melakukan kompilasi/menyortir hasil 
inventarisasi yang telah diterima untuk mendapatkan nama-nama debitur yang 
masih bisa ditagih dan debitur yang tidak ditagih; 

f. penyerahan rekafitulasi nama-nama debitur yang bisa ditagih dan yang tidak bisa 
ditagih ke Bupati Kutai Kartanegara untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

g. menyusun kebijakan tentang penghapusan terhadap tunggakan kredit yang tidak 
bisa ditagih;dan 

h. Penyusuaian nilai piutang pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 
 

Pasal 4 

WAKTU PENYELESAIAN 
 

Waktu Penyelesaian Tunggakan Kredit usaha Kecil Pedesaan Gerbang Dayaku 
Tahun 2001-2002 paling lama akhir Tahun 2012. 

 

BAB IV 
                              PEMBIAYAAN 

 
Pasal 5 

 

Pembiayaan untuk Penyelesaian Tunggakan Kredit Usaha Kecil Pedesaan Gerbang 
Dayaku Tahun 2001-2002 dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 38 

 
TELAH DIKOREKSI OLEH   

NO. NAMA JABATAN PARAF 

1. DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM SEKRETARIS DAERAH  

2. H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum ASS. PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM  

3. Hj. ASNANI, SH, MH Plh. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  

4. H. RUS AFFANDI, S. Sos KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN  

 

Ditetapkan di   Tenggarong 
pada tanggal  22 Maret 2012 
 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 

 
 

RITA WIDYASARI 

Diundangkan di Tenggarong 
pada tanggal 22 Maret 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

 

 
 
 

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM 
NIP. 19530921 197810 1 001 


